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KATA SAMBUTAN

Sebagai komitmen terhadap penguatan pengawasan, Direktorat SMA telah melakukan
public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan berbagai media, serta

menerapkan implementasi pengendaliannya.

Manajemen telah membangun sistem pengendalian intern (SPI) secara optimal yang
meliputi 5 unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan monitoring dan evaluasi.
Implementasi dari pelaksanaan SPI tersebut membantu tersusunnya peta risiko dan

peta benturan kepentingan yang ada di Direktorat SMA.

Sebagai media informasi dan komunikasi, Direktorat SMA telah membentuk tim
pengelola pengaduan masyarakat, dan Whistle Blowing System beserta layanannya.
Tim bertugas menginternalisasi, memantau dan menindaklanjuti pengaduan yang ada

serta mengevaluasi layanannya

Buku ini menginformasikan tentang penguatan pengawasan di lingkungan Direktorat
SMA Tahun 2020 yang merupakan salah satu komponen pengungkit dalam 6
komponen pengungkit pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan
Direktorat SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian, semoga buku ini memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Reformasi Birokrasi merupakan program kebijakan pemerintah Indonesia
untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan
mewujudkan penguatan pengawasan kepada masyarakat. Sasaran tersebut
berkembang dengan lingkup birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang

efektif dan efisien, dan birokrasi yang memliki pelayanan publik yang berkualitas.

Reformasi Birokrasi meliputi 8 area perubahan, yaitu:
Manajemen perubahan

Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan Tatalaksana

Penataan Sistem Manajemen SDM

Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Pengawasan

©® N o v kA b=

Penguatan pengawasan

Reformasi birokrasi berada pada tingkat kementerian, sehingga untuk percepatan
capaian hasil pelaksanaannya maka perlu dibentuk miniatur-miniatur reformasi
birokrasi pada satuan kerja di lingkungan kementerian dalam bentuk pembangunan
zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi
bersih dan melayani (WBBM).

Sebagai dukungan penuh atas program reformasi birokrasi pemerintah dan
Kemendikbud, maka Direktorat SMA berkomitmen untuk membangun ZI-WBK di
lingkungan Direktorat SMA, salah satunya melalui pelaksanaan 6 area perubahan

sebagai pengungkit yaitu:
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Manajemen perubahan

Penataan Tatalaksana

Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan

Dalam buku pengungkit penguatan pengawasan ini akan diinformasikan upaya

Pimpinan Direktorat SMA beserta jajarannya melaksanakan penguatan pengawasan
di lingkungan Direktorat SMA.

1.

REFERENSI ATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Manajemen Resiko di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta
perubahannya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan buku penguatan pengawasan ini dimaksudkan untuk memenuhi

kelengkapan dokumen lembar kerja evaluasi pembangunan ZI-WBK Direktorat

SMA. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Memudahkan dalam menghimpun dokumen dan informasi penguatan
pengawasan di lingkungan Direktorat SMA.

2. Memudahkan dalam pemberian informasi penguatan pengawasan di lingkungan
Direktorat SMA.

3. Sebagai akuntabilitas penguatan pengawasan di lingkungan Direktorat SMA.

4. Sebagai bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penguatan pengawasan di
lingkungan Direktorat SMA.

5. Sebagai bahan referensi bagi unit kerja lain yang akan/ sedang membangun
ZI-WBK



BAB II
LANDASAN TEORI

A. PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi

pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-
masing instansi pemerintah;

2. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing
instansi pemerintah;

3. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada
masing-masing instansi pemerintah; dan

4. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing instansi

pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan
untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:
1. Pengendalian Gratifikasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti:
a. unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi;

b. unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengukuran
indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti:

a. unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;

b. unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

c. unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
risikoyang telah diidentifikasi; dan

d. unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada
seluruh pihak terkait.



3. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

seharusnya dilakukan, seperti:

a.
b.

unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan
pengaduan masyarakat;

unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat; dan

unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat.

4. Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

seharusnya dilakukan, seperti:

a.
b.

unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;

unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system;
dan

unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing

system.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang

seharusnya dilakukan, seperti:

a.

Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi
utama;

Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;

Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan; dan

Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan

kepentingan.



B. LEMBAR KERJA EVALUASI

Untuk menilai progres capaian penguatan pengawasan digunakan instrumen isian

yang disebut dengan lembar kerja evaluasi (LKE) WBK dengan nilai maksimal 15.

Berdasarkan tabel nilai minimal komponen yang harus dicapai berikut:

NILAI MINIMAL
PENILAIAN UNTUK WBK
L |MANAJEMEN PERUBAHAN (8) 4,80
II. [PENATAANTATALAKSANA (7) 4,20
IOI. |PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10) 6,00
IV. |PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 6,00
V. |PENGUATAN PENGAWASAN (15) 9,00
VL |PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10 6,00

L |PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 18,50
1. |Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 13,50
2. |Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang 5,00

II. [KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)
1. |Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 15,00

TOTAL HASIL

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Tabel 1. Nilai Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan ZI-WBK

maka untuk unsur pengungkit penguatan pengawasan, akan memenuhi kriteria
pembangunan ZI-WBK, jika mendapatkan nilai perolehannya lebih besar atau sama
dengan 9 (60% dari nilai maksimal 15). Apabila kurang dari 9, maka tidak bisa
diajukan untuk mendapatkan evaluasi MenPAN RB.

Tampilan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian komponen pengungkit penguatan

pengawasan adalah sebagai berikut:



PENGUATAN PENGAW ASAN (15)

Tabel 2. Tampilan Lembar Kerja Evaluasi ZI-WBK Penilaian Komponen Pengungkit Penguatan pengawasan

PENILAIAN

Pilihan
Jawaban

Jawaban

Nilai

%

Keterangan

1

Pengendalian Gratifikasi (3)

a.

Apakah telah dilakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi?

A/B/C

. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala;
. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala;
. Jika belum dilakukan public campaign.

Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan?

A/B/C/D

O [ol o]

. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi
telah

menjadi bagian dari prosedur;
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian
gratifikasi

telah mulai dilakukan;
c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi
belum

terdapat prosedur pengendalian;
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.

Penerapan SPIP (3)

a.

Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian?

A/B/C/D/E

a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;

d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;

e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian.

Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan
kebijakan?

A/B/C/D/E

a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi
dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian
yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar
pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil
pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko.




PENILAIAN

c. |Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi?

Pilihan
Jawaban

A/BJC

Jawaban

Nilai

%

Keterangan

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi
dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit
kerja;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko.

d. |Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak terkait?

A/B/C

a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait;

b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
sebagian pihak terkait;

c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada

pihak
terkait.

Pengaduan Masyarakat (3)

a. |[Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan?

A/B/C

a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan

organisasi
dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;

c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan

pengaduan
masyarakat.

b. |Penanganan Pengaduan Masyarakat

%

a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti

Jumlah

b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses

Jumlah

c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti

Jumlah

Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan
masyarakat yang harus diselesaikan.




Pilihan

PENILAIAN Jawaban Nilai % Keterangan
Jawaban
c. |Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan
penanganan pengaduan masyarakat? evaluasi secara berkala;
b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan
A/B/C evaluasi tetapi tidak secara berkala;
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring
dan
evaluasi.
d. |Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah
masyarakat telah ditindaklanjuti? ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah
A/B/C ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum
ditindaklanjuti.
W histle-Blowing System (3)
a. |Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? YT Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit
kerja.
b. | Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan?
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System
A/B/C yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing
System.
c. |Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan
Blowing System? evaluasi
secara berkala;
b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan
A/B/C evaluasi
tidak secara berkala;
c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring
dan
evaluasi.
d. |Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
telah ditindaklanjuti? System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
A/B/C System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
belum
ditindaklanjuti.




PENILAIAN

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

Pilihan
Jawaban

Jawaban

Nilai

Keterangan

a. |Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama?

A/B/C/D

a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan

tetapi pada seluruh tugas fungsi utama;
b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan

tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama;
c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan

tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama;
d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan

dalam tugas fungsi utama.

b. |Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi?

A/B/C/D

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke seluruh layanan;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke sebagian besar layanan;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan;

d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum

disosialiasikan/
diinternalisasikan ke seluruh layanan.

c. |Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah
diimplementasikan?

A/B/C/D

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
seluruh layanan;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
sebagian besar layanan;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
sebagian kecil layanan;

d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
diimplementasikan ke seluruh layanan.

d. |Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan?

A/B/C

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara

berkala
oleh unit kerja;

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak
secara berkala oleh unit kerja;

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh
unit kerja.

e. |Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti?

A/B/C

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja.
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BAB III
PENGUATAN PENGAWASAN
DIREKTORAT SMA

Penguatan pengawasan dilaksanakan oleh Direktorat SMA dengan tujuan untuk

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Direktorat SMA yang bersih dan

bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

2. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;

3. mendukung perolehan opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Kemendikbud;
dan

4. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Program penguatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direktorat SMA meliputi:
1. Pengendalian Gratifikasi

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

3. Pengaduan Masyarakat

4. Whistle-Blowing System
5

Penanganan Benturan Kepentingan

A. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi, Direktorat SMA lebih mengutamakan
upaya pencegahan, salah satu bentuknya adalah public campaign tentang
pengendalian gratifikasi. Kampanye dilakukan untuk mengingatkan para pegawai
Direktorat SMA akan bahaya gratifikasi yang merupakan bagian dari korupsi.
Gratifikasi akan mengganggu integritas pegawai untuk melaksanakan tugas
kewajibannya secara akuntabel, menyebabkan terjadinya diskriminasi dan

pengabaian manajemen.
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Kampanye pengendalian gratifikasi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat SMA
melalui berbagai cara dan media yang mudah dilihat dan dipahami, diantaranya
adalah:

1. Kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada pegawai Direktorat SMA
Pemasangan poster, banner, stiker di lingkungan kantor Direktorat SMA
Spanduk berbagai kegiatan Direktorat SMA

Website Direktorat SMA

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Direktorat SMA

Format laporan penerimaan gratifikasi

Drama pembukaan kegiatan

© N U kA WD

Lemari gratifikasi

Gb 1. Kampanye pengendalian gratifikasi pada lobby Direktorat SMA
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ltlﬁﬁﬂ,nummw XEBUDATAAN S

—

(EGAH KORUPSI
dan
GRATIFIKASI

21 WBK
DIREXTORAT PEMBINAAN SMA

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAM MENENG AN ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH . @
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REFLEKSI KINERJA

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
TAHUN 2019

Menuju SMA Unggul, Maju Bersama Hebat Semual”

Gb 2. Berbagai Media Kampanye Pengendalian Gratifikasi Direktorat SMA
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Gb 3. Bentuk Kampanye Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi Berupa Pertunjukan Drama/ Pantomim
Saat Kegiatan Pembinaan Kapasitas Pegawai Direktorat SMA

WA S EEmSG - 1635 EIRE =TT T"T) 16.35 . bt BEmG

< ™ Bimtek 5 (Perpus) - % Bimtek 4 (RKB-2) & ds : Bimtek 7 (RPL Tahap 1)

ketuk di sini untuk info grup * +  ketuk di sini untuk info grup ® A | sk di aind untuk Info grup

HARI INI

Gb 4. Salah Satu Bentuk Sosialisasi Gratifikasi Dan Pencegahan Korupsi Dalam Koordinasi Dengan
Sekolah Penerima Bantuan dari Direktorat SMA
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@ Direktorat SMA X +
&« C @ psma.kemdikbud.go.id/index/
w Direktorat Sekolah Menengah Atas

i@r Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

—— Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BERANDA -PROFIL ~LAYANAN ~DOKUMENTASI/ARSIP +MEDIA ~ZI-WBK +LINKTERKAIT ~MONEV

- Bidang Penilaian
E~ - KEPEGAWAIAN
- HUKUM

4 ‘.ra:alaksana

Ipg.itien kemdikbud.go.id |

Materi Video Conference Koordinasi Sosialisasi Kebijakan Baru Pembukaan Sekolah dapat diunduh di me

O = @©
WEBINAR B(J)S

Dalam Rangka Percepatan Penyaluran
Dana BOS Reguler Tahap Ill Tahun 2020

Z3
Diskusi seputar BOS dan Dapodi

Keymot speaker - Ors. Purwads Sutants U

Narasumt Drektur SMA

1. Dana Bhaswara (Tim BOS Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen)
2. Nafis Kholrul Huda (Tim Dapodikdasmen, Kemdikbud)

5. UIfl (Ten BOS Satditjor PALID, Dikdas, dan Dikmen)
& Wahyudi (Tim BOS Direktorat SMP)
7. Wiwlet H (Tim BOS Diroktorat SMA)

Saksikan KAMS,
u Ditjen PAUD Dikdasmen Pukul 08.

Gb 5. Bentuk Kampanyei Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi Berupa Banner, Link Laporan Gratifikasi,
WBS dan Pengaduan Masyarakat Dalam Laman Direktorat SMA

Dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, Direktorat SMA telah memiliki pedoman

pengendalian gratifikasi yaitu Peraturan Mendikbud no. 29 Tahun 2019 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan
Pedoman Gratifikasi Direktorat SMA.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAY
REFUELIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIEAS] DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK [NDi

Menimbang : a. bahwa  untuk  mewujudkan  pes|
pemerintahan yang bersih dan bebas dasi kd
dan nepotisme, perlu dilakukan upaya
gratifikasi schagai perwujudan  integritas
lingkungan Kementerian Pendidikan dan
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;

b. bahwa Peraturan Menter Perdidikan dan]
Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pengendali
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dar]
sudah tidak sesuai dengan perkembanga
hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdnsarkan  pertimbangan
dimaksud dalam huruf a dan hruf b, perl
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuda
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pendidikan dan Kebudayaan;

@

PEDOMAN
SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
TAHUN

PENGUATAN PENGAWASAN Z1-WBK
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

M

(1]

Kata Sambutan
naan SMA

Gb 6. Pedoman pengendalian gratifikasi Direktorat SMA
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FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
DALAM KEDINASAN

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Kepada
Yth Satuan Tugas Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman i tifik saya yang
bertanda tangan dibawah ini dan ifikasi sebagai berikut

Nama Pelapor
NIP

Jabatan

Unit Tugas

Tanggal Bentuk
No | Pemberian/ | Pemberian/ Jumlah Nilai Pemberi

Jakarta, ..o

Yang Melaporkan,

NIP. NIP.

* Mengrtalwi: Atusan Langmong Pelapor Gratifikasi
* Penerima Laporan : Satuas Tugas Pewgendali Gratifikasi

2@

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG
YANG MUDAH BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Kepada
Yth. Satuan Tugas Pengendali Gratifikast
Sesuai dengan Pedoman i binaan SMA, saya yang
bertanda tangan dibawah ini melaporkan dai ifikasi sebagai berikut:
Nama Pelapor
NIP
Jabatan
Unit Tugas
Tanggal Bentuk
No | Pemberian/ | Pemberian/ | Jumlah Nilai Pemberi Keterangan
Penerimaan | _ Penerimaan
1
Jakarta, ..
Yang Melaporkan, Penerima Laporan,*
N NIP

* Mengetahu ; Atasan Langsung Pelapor Gratifikusi

Lampiran 2:

Gb 7. Formulir penerimaan gratifikasi Direktorat SMA

© KEK

Gratifikas! merupakan pemberian dalam
bentuk apapun kepada pegawai negeri atau

Batasan
_ GRATIFIKASL ©

dengan jabatannya dln—;:dlvmun dengan
kewajiban atau tugasnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
9 9 9 3
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Penerima Gratifikasi Oleh Pegawai

Gratifikasi Yang
Tidak Wajib
Dilaporkan

© KR

Mt UU N2, 3171999 jo UL No. 202001 Menyebutkan
Batg Lo gartan ks mencakup perbustan

Jenisjenis - =
Kowlbi e

h
1
1
1)
1
1
Dengan Jabatan : -
Atau Tugasnya Dikenakan Sanksi Pidana Berupa | @ Pemberian karena hubungan keluarga, sepanjang !B
r i "'n -‘“M.-
Paling Singkat 4 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun, | @ Mmm Negara
Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp200.000.000 | pemikahan, kelahiran, agiqah, baptis, khitanan, dan
(Dua Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak H jeni i %
Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) 1 i J s conns
! rupiah); sendin pa0g dapat inengkan beuangan negan
Gratifikasi { @ Baotun beoca doga
| batasan nilai per pembarian per orang Rp1.000.000 R
Yang Wajib | (satujuta rupiah); ®
Ditolak | ® Hadah dalam rangka pisah sambt
| pensiun, ulan tahun, dan sejenisnya yang tidak dalam
Pemberian dalam bentuk apapun yang ' { y
: g0 saham. i paling banyak Rp300.000 (tiga ratus
1
: dalam 1 tahun dari pemberi yang sama; » biaste. A ’
Gratifikasi | ® pemben ek dalam b o TR e S,
¥ Y.ng Wajlb : —gu:da-nwmnu-n(uwimwvz
Dilaporkan - g -l
- € Pug Norupsi Yang Terhalt Dengan
: ! . dalam 1 tahun dari pemberi yang sama; 't Perbuatan Pemeratan
@ gratifikasi tidak diterima secara langsung Ve Sangim sta sajien yusg bisheiel e L o P g ma—.
® tidak diketahuinya pemberi geatifikasi 0 i iithaibadinsset: [ ——
® takut merusak hubungan baik institusi ‘e L9 AL .
® dan sebagainya T g & <
5 e b e
e o = o ~
ditentukan ‘o p— l \ .

‘seminar, workshop, dan kegiatan jenis lainnya termasuk

pelaporan gratifikasi kunjungi yang

Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi &

Korups! Yang Tersait Dengan Benturan
Nepentingan Dalam Pengadasn

Karupsi Yang Terhalt Dengan
Perbuatan Curang

o P e b st iy
S Nasu sinth
B .
. @ g ot AL roeritssrar, poetasolo i
.

T g g s e ege s N8 e
-l

Korupe Yang Terkalt Dengan Granifihas
PG g a1 e s L 7Y

SR e

Gb 8. Pamflet sosialisasi gratifikasi Direktorat SMA
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B. PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

Direktorat SMA dalam melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah
sebagaimana peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, telah membangun seluruh
lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan Kemendikbud dan juga
membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik
unit kerja. Direktorat SMA menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan  Sistem
Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

. penegakan integritas dan nilai etika;

. komitmen terhadap kompetensi;

kepemimpinan yang kondusif;

. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia;

. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

S0 a0 oo

((a]

Adapun implementasi lingkungan pengendalian yang kondusif dibangun meliputi:

MATRIKS PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO
Kondisi Lingkungan Pengendalian Ideal Bentuk
Penegakan kode etik pegawai
1. Menjunjung integritas dan nilai etika Penandatangan pakta integritas

Budaya Kerja IKI TAMPI

Pemetaan pemenuhan kebutuhan
kompetensi pegawai

Rapim bulanan

Survey integritas jabatan

3. Kepemimpinan yang kondusif Survey integritas organisasi

Survey kepuasaan pelanggan
Survey persepsi korupsi

4. | Struktur organisasi sesuai kebutuhan Kajian organisasi Direktorat SMA
Tim kerja koordinator dan pengelola
tanggung jawab keuangan/ kegiatan

2. Komitmen terhadap kompetensi

5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

Penyusunan dan penerapan kebijakan SDM yang

6 Ketaatan pada aturan manajemen ASN
tepat
7 Perwujudan peran aparat pengawasan intern Pelaksanaan Audit oleh Itjen Kemendikbud
pemerintah yang efektif Pelaksanaan Audit oleh BPK-RI
Kerja sama dengan Dinas Pendidikan
Provinsi

Kerja sama antar unit di lingkungan
Kemendikbud

Kerja sama dengan Instansi Eksternal
Kemendikbud

8 Hubungan baik antar instansi pemerintah

Tabel 3. Tabel Lingkungan Pengendalian SPIP Direktorat SMA
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Lingkungan pengendalian yang kondusif pada Direktorat SMA dapat dilihat dan

dirasakan melalui hasil-hasil pembangunan 5 komponen hasil lainnya serta hasil dari

uji kuesioner komponen hasil khususnya survey persepsi korupsi dan survei integritas

organisasi.

KOMPONEN PENGUNGKIT
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

MANAJEMEN PERUBAHAN

Mewujudkan Birokrasi yang
¥ Bersih dan Akuntabel
AH
oy Mevujudkan Birokrasi yang
Efisien dan Efektii

Mewjudkan Birokrasi yang
Memiliki Pelayanan Publik yang
Berkualitas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
Pl AN DASAR DAN P N MENENGAH
2020

MONFPONEN PENGUNGXIT PEMBANGUNAN
ZONA NTEGNITAS MENUJU WILAYAN
BERAS DAM KORUPSI

PENATAAN TATA LAKSANA

OASAS. DAN

KOMPONEN PENGUNGIIT

PEMEANGUNAN ZONA INTEGRITAS NENU U
WLAYAH BESAS DAS) NOAUPS)

PENATAAN SIS TEM MANAJEMEN SDN

BTN PO

o e
wamme ST YT VN
2 iMAN. 5 s

. oy N
LSyt

e

(ZI-WBK)

PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

o~
F KOMPONEN PENGUNGKIT PEMBANGUNAN
“ﬂ, ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
L9 BEBAS DARI KORUPSI
4

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DASAR, DAN ’

Vg

&/

KOMPONEN PENGUNGKIT
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

PENGUATAN PENGAWASAN

[4) o
i ®

CONTROLING

«®- 8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
AN DASAR DAN AN

2020

KOMPONEN PENGUNGKIT
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

PENINGKATAN KUALITAS

LAYANAN PUBLIK
e | ®

=

8 15 .\.a

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
T ANAK USIA DINI,
DASAR DAN
2020

Gb 9. 6 Buku Pengungkit Pembangunan ZI-WBK sebagai perwujudan lingkungan pengendalian

Direktorat SMA yang kondusif
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Gb 10. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai sebagai perwujudan pembangunan

lingkungan pengendalian Direktorat SMA yang kondusif

Selain membangun lingkungan pengendalian yang kondusif, Direktorat SMA juga telah
melakukan penilaian risiko beserta pelaksanaan aktivitas pengendalian untuk

memperkecil kemungkinan dan dampak terjadinya risiko.
Untuk memudahkan pengendalian risiko, Direktorat SMA telah menyusun peta risiko

beserta mitigasinya dengan berpedoman pada Permendikbud No. 66 Tahun 2015

tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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W MITIGASI RISIKO
TF

= DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

0040

ACCEPT AVOID TRANSFER  REDUCE HEDGE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
2020

Law
it

]
ik

............

| Hebliakan lentang Merdeka Belaar

Dra. Hastus Mustianingsih, MA
NIF. 1303042215001 22002

Gb 11. Buku Mitigasi Risiko, berisikan penilian risiko beserta aktivitas pengendalian

Dalam menciptakan sistem pengendalian intern Direktorat SMA yang optimal dan
memadai, selain membangun lingkungan pengendalian yang kondusif, melakukan
penilaian risiko, dan membangun aktivitas pengendalian, Direktorat SMA juga
membangun aktivitas informasi dan komunikasi tentang risiko beserta
pengendaliannya. Tujuan informasi dan komunikasi adalah agar seluruh komponen
manajemen mengenal risiko, mampu mengendalikan risiko ataupun memperkecil

kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko yang mungkin terjadi. Informasi

20



dan komunikasi dilakukan melalui sosialisasi, orientasi, bintek, pemberian arahan,

media sosial dan diskusi.

Gb 12. Jajaran Pimpinan menyampaikan informasi dan membuka komunikasi denga para pegawai

terkait pengendalian intern Direktorat SMA
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Efektivitas sistem pengendalian intern Direktorat SMA selalu dipantau dan

ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.

,w-v\\ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
& INSPEKTORAT JENDERAL
Jadan Jendeml Sadirman Sesayan, Jakarta 10270
Telepon 021.5737104
Laman: www.itjen kemdikbud go id

Ny a9 5 % S luelsay § September 2019
Lamguran -
Hal : Apeesiasi atas Tindak Lanjet Hassl Audit inspeloomt Jendend

Yth. Direktur Pembinaan Sckolah Menengah Atas

Jkarts

Berdwsarkan Permendikbud Nomoer 24 Tahan 2008 tanggal 4 Jull 2018 seotung Mekaninme
l'mdak Lasgut Hosil Awdit Inspekionat Jenderal Kementerian Pendidshan dan Kebodaysan,
Satuan Kerja Saudara telah berhasil meniodaklanjutt seluruh sl audis (100%) hasil modnt
Inspeksont Jenderl Kementeran Peadidikan dan Kebodayuan periode s.d. tabun 2018,

Schubungnn dengan hal lerscbut Kami mwogucsphan tenms kb sehaligue  memberikan
penghargman stes kinena yany sudah Saudarn capal. Semogs prestasi im setap dipertabankan dan
ditingketkan dalam mngka mewnjudkan tata kelola yang otk (good povernumce) sertn
pemerintaban yaog bersih dan skuetabel menuju Kemsentern Pendidikm dun Kebuduyaun
Wilayah Bebas dan Korupsi (WHBK)

Atns perhtinn das ketin sama yang Balk, kumi ueaphan 1erima Lasih

SEKRETARIAT inspehtur Jemberal,

v Lagoran Peogs.

wo | Mepeser | tergmet | peent %
1 |Samabing | e
: ‘9,_1.5?_
'

oy oL Muchlls Rassoni L oddin
- Weer | 27 NIP 19600507 198403 1001

Tembusan:

I, Direkrur Serderal Dikdasmen Kemendikbud
2. PIh bwpektur 11 Mjen Kemenfikbod

). Sekretaris Inspektomt Jendernl Kemendikbud

Gb 13. Surat apresiai Itjen atas Tindak lanjut hasil audit smapai dengan semester 1 Tahun 2019
untuk Direktorat SMA
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Gb 14. Instrumen Satuan Pengawasan Intern yang telah dibuat oleh Direktorat SMA

@

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREXTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DASAR, DAN
DIREXTORAT SEXOLAH MENENGAM ATAS

PAKTA INTEGRITAS

Soys, Uce Veriyantl, SE Staf peda Bidang Tata Kelols, Otvebtorat Sebolsh
Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidian Ansk Usia Dini, Pendidikan
Duasar. Dan Pendadihan Menengah, Kementerian Pendiitan dan Kebudayasn.

dengan ini menystakan

L Serersn b

2 Tem -
B e

: e

3 Member, (omtoh Gaam MepUAI tarhade persturin perndang wbmgan daiam

-
| © Meerimpatin o pemympangan g & bnghungan beris tovs dam tnt

Jakarta, 23 Maret 2020

Veriyants, SO
NP, 198102252003122002

®

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

DASAR, DAN
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
PAKTA INTEGRITAS

Saya, irfan Harry Prasetya, SE, MM Staf pada Bidang Tata Kelola, Direktorat
Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Din,
Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dengan ini menyatakan:

L Berpenn pencegahan Nolust
2 Tidak memint ok

g, Nadiah, Bantuan, atau bentuk ainnya yang tidak sesual dengan hetentuan.
3 [mpa—

s
5. Member contoh dalam hepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam

6 Manyampakan Informasi penyimpangan integrtas o Iinghungan erla saye dan turut

Jakarta, 23 Maret 2020

Yang menyaksikan
Koordinator Bidang Tata

mmﬁj S, M.AK

NP,

Yang membuat pernyataan,

P>

Irfan Harry Prasetya, SE, MM
NP,

@

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DASAR, DAN
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

PAKTA INTEGRITAS

S . SE, M. Tata Kelola,

Menengah Atas, Direktorat Jendersl Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, Dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudaysan,
dengan ini menyatakan

! o

P pemberisn vacara -
wuap, hadiah, bant
s [re—

.
S Mambert contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam

-
6 Menyampaiban forman penyimpangan integrass o benghingan herja seys dan turit

Jakarta, 23 Maret 2020

Yang menyaksikan Yang membuat pernyataan,
Koordinator Bidang Tata Kelols, e
Winner . b5, MAK Kodoi € Sandia, 5€, M.AJ

NP, i NP

Direktorat SMA

Gb 15. Salah satu dokumen pakta integritas yang telah ditandatangani oleh pejabat maupun pegawai
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[LAPORAK MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN PROGRES KOMPONEN HASIL
PEMBANGUNAN ZI-WBK TAHUN 2020 DAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIRQKRASL.PARA
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

DIl
DIREKTO
PENDI(
KEME

SURVEI INTEGRITAS DREGANISAS], (RESPOMDEN INTERNAL)

Bardasarkan hadil penpalahan data @ian redgonden, dipenokeh informasi | kondis
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Bardasarkan hasil pengelahan data responten di stes dapat dempulkan bahwe:

. EANLOURVEVFERSEREWORUFE
Files Persepel Korups) Direklorek Sekobh Mrerenoah fes TED

Incleks Peroapsi Anti Korupsi Dirsktoral Sekolah Menengah Alas sebecar 3,60 dari
skala 4 menunjuken baltwa 90% respanden memiliki persepsi babwa pelayanan &
Direklorat SMA, telah melaksanakan upaya percegahan komps) sudah bebes dari
korupsi,

Hilei parolehan lersebul telah memenuhi nilai kriteria kelulusan yailu sama
alaw labih besar dan nilei 3,6 alau S0% respondan.

Gb 16. Salah satu media pemantauan secara mandiri disamping pelaksanaan audit oleh Inspektorat

Jenderal dan BPK-RI
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C. PENGADUAN MASYARAKAT

Sebagai salah satu organisasi layanan publik, Direktorat SMA menyadari akan
kebutuhan penyediaan layanan pengaduan masyarakat. Terkait hal tersebut, maka
Direktur SMA mengeluarkan kebijakan menyediakan layanan penanganan pengaduan
masyarakat secara langsung datang ke kantor Direktorat SMA, melalui surat

pengaduan, ataupun melalui media sosial onfine.

Penanganan Pengaduan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Direktorat SMA

antara lain:

1. Penerbitan Pedoman Pengaduan Masyarakat

2. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat di kantor Direktorat SMA

3. Penyediaan link terintegrasi dari laman Direktorat SMA ke Layanan Pengaduan
Itjen Kemendikbud

4. Formulir pengaduan masyarakat

5. Evaluasi jawaban surat permintaan data pengaduan ke Inspektorat Jenderal
Kemendikbud

6. Evaluasi surat permintaan data pengaduan ke ULT Setjen Kemendikbud.

& O @ £ https//psmakemdikbud.go.id/index/index php

Direktorat Sekolah Menengah Atas = a - "
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah /4
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan g
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Pedoman Peringatan Hari Perfdgaiiti il Ly n 2020 dapat diunduh

~ KEPEGAWAIAN

9 cs0% » HUKUM ' . INFOGRAFIS Lihat Semua >

* . . b )
Selamat ﬁ
" 4+ HARIBUKU NASIONAL * .
. 17 Mei 2020

~ Informasi / Layanan Sekolah Kita
A Umum

PDSPK
Pengaduan Itjen

Publikasi Statistik

= NPD

Gb 17. Integrasi link ke Itjen Kemdikbud dalam laman Direktorat SMA
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Gb 18. Pedoman pengaduan masyarakat di Direktorat SMA
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LAPORAN BULAN MARET
PENGADUAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
TAHUN 2020

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
Lingkup pengaduan masyarakat yang diterima di lingkungan Direkiorat Pembinaan SMA untuk
‘bulan Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Pengaduan untuk PIP

Pengaduan untuk PIP melalui hotine PIP di nomor 081285380515 dan email
kip.sma/@kemdikbud.go.id untuk bulan Maret 2020 sebagai berikut:

Bulan Jumlah Pengaduan melalui | Jumlah Pengaduan melalui
mail hotline
| maret 41 0 |

Pengaduan lewat email untuk bulan Maret sebagai berikut

Perinal Pengaduan umiah
0P Kuliah a
Masalah PIP Manager 24
Masalah/Kendala mengenai kesalahan Data 6
Masalah/Kendala Pencairan PIP SMA 5
Pengaduan masalah / kendala Lainnya 2
Grand Total a

Pengaduan untuk BOS

Pengaduan untuk BOS melalui hotline BOS di nomor 081210805805 dan email
‘bos sma kemdikbud.go.id untuk bulan Maret 2020 sebagai berikur:

Bulan Jumlah Pengaduan melalui | Jumiah Pengaduan melalui
hotline
[ Maret | 0 | 42 |

Pengaduan lewat hotline untuk bulan Maret sebagai berikut

Perihal Pengaduan Jumizh

Laporan BOS 1
Penyaluran Dana B0S a1
Grand Total az

Gb 19. Laporan Pemantauan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Direktorat SMA




Direktorat SMA selalu aktif dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, dengan

harapan masyarakat merasa puas terhadap seluruh layanan yang diberikan oleh Direktorat

SMA.
A B E D E K
DATA HELP DESK BOS & DAK TAHUN 2020
KATEGO
HARI & '
] PROVINSI/ KAB. |
NO.| TANGGAL | NPSN | NAMA KET. TLP/ALAMAT PENGADUAN TINDAK LANJUT KATEGORI
PENGA KOTA/ SEKOLAH
PENGADUAN oy | EMAL

Gb 20. Laporan Tindak lanjut Helpdesk atas Laporan Pengaduan Masyarakat.

D. WHISTLE BLOWING SYSTEM

Direktorat SMA membagi jenis pengaduan berdasarkan subjek pengadu ke dalam 3
jenis, yaitu:

1. Pelaporan Gratifikasi, dimana pelapor adalah pegawai yang menerima gratifikasi
Pengaduan masyarakat, dimana pelapor berasal dari kalangan eksternal
lingkungan Direktorat SMA/ masyarakat

3. Whistle Blowing System (WBS), dimana pelapor berasal dari kalangan

internal Direktorat SMA.

Sarana pengaduan di atas telah disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh
pegawai Direktorat SMA, baik secara langsung melalui kegiatan sosialisasi, maupun

melalui sarana media informasi dan komunikasi, seperti laman Direktorat SMA.
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Penerapan Sarana Whistle Blowing System (WBS) Direktorat SMA dilaksanakan
dengan cara sebagai penyediaan Link WBS Itjen padal laman/ website Direktorat SMA.
Apabila ada pegawai yang memanfaatkan sarana wbs, maka kerahasian pegawai
menjadi tanggung jawab Itjen Kemendikbud selaku pelaksana tindak lanjut

pengaduan WBS.

« > C @ https://sma.kemdikbud.go.id/index/

Direktorat Sekolah Menengah Atas
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Gb 21. Sarana Whistle Blowing System pada laman https://sma.kemdikbud.go.id/index/
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Direktorat SMA membudayakan pembangunan sistem pengendalian intern yang

memadai, dengan mengedepankan upaya preventif/ pencegahan dibandingkan

korektif (perbaikan masalah yang sudah terjadi). Untuk itu Direktorat SMA senantiasa

bekerjasama dengan Itjen Kemendikbud untuk meminta informasi jumlah pengaduan

WBS yang berasal dari lingkungan Direktorat SMA tanpa menyebutkan jati diri

pengadu. Jumlah pengaduan akan menjadi

bahan evaluasi terhadap sistem

pengendalian internal yang sudah berjalan di lingkungan Direktorat SMA, serta akan

terinventarisasi sebagai laporan penerapan WBS Direktorat SMA per periodik.

ARG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3 % DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
| \b,«; > | PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
\1! DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
Jalan R.8, Fatmawati Gedung A Kompleks Kemdikbud Cipete, Jakarta 12410
Telepon (021) 75911532, 75902679, Faksimile (021) 75912221

il

i

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
Jalan R.S. Fatmawati Gedungz A Kompleks Kemdikbud Cipete, Jakarta 12410

— Telepon (021) 75011532, 75802679, Faksimile (021) 75912221

Nomor : 1267.1/C5/PL2020 30 Apnl 2020
Lampiran : -
Hal : P k data terkait rek last gratifikasi, duan masyarakat dan

Wistle Blower System terkait Direktorat SMA

Yth. Sekretaris Itjen Kemdikbud
di Senayan

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Intemal yang akan dilaksanakan oleh
Direktorat SMA, salah satu kit untuk b RBI adalah
pengawasan. Sehubungan dengan hal diatas, kami memohon bantuannya untuk dapat untuk
memberikan informasi terkait data gratifikasi, pengaduan masyarakat dan Wistle Blower
System di Kemdikbud khususnya terkait pembinaan SMA yang diterima dan ditangani oleh
Inspektorat Jenderal selama bulan April tahun 2020

Atas perhatian dan kenjasama Saudara, kami ucapkan terima kasth.

Rirsktur SMA,
. ~n1’ /

/o0
o=
/&

{ \
\ = [
\‘Q “Drs, Piywwadi Sutanto, M.Si
Tembusan 2y WIPA56104041985031003
1. Direktur Jenderal Paud Dikdasmen -
2. Kasubbag Tata Usaha, Direktorat SMA

Nomor 1475.1C5PL2020 20 Mei 2020
Lampiran
Hal data terkait rek X 7adu: yarakat dan

Wistle Blower System terkait D\m'no;z: SMA

Yth Sekretaris Ijen Kemdikbud
di Senayan

Dalam rangka pelaksanaar Reformasi Birokvasi Intermal yanz akan dilaksamakon olesk
Direktorat SMA, salah satu Fungiat untuk RBI adalah 2
pengawasan Sehubungan dengan hal diatas, kami memokon banfuanaya untuk dapat untuk
memberikan informasi terkait data gratifikasi, pangaduan masyaraiat dan Wistle Blower
System di Kemdikbud khususnya terkait pembinaan SMA yanz diterima dan ditanzan: oleh
Inspektorat Jenderal selama bulan Mei tahun 2020

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

/0 Difekin S\A.
(r 3
3L -
£ \
"5
S S
N5, BrePhrvadi Sutanto, ALSi
Tembusan . T06104041985031003

1. Direktur Jenderal Pand Dikdasmen
2. Kasubbag Tata Uszha, Direktorat SMA

Gb 22. Surat Permohonan informasi jumlah data pengaduan gratifikasi, pengaduan masyarakat dan
WBS di lingkungan Direktorat SMA kepada Itjen Kemendikbud

Sampai Juli 2020 ini, belum ada pengaduan WBS yang berasal dari lingkungan

Direktorat SMA. Kondisi ini diharapkan dapat terus terjaga, sebagai indikator bahwa

manajemen Direktorat SMA telah berkinerja secara akuntabel, bersih dan melayani.
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E. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Konflik Kepentingan adalah situasi di mana pejabat/pegawai memiliki atau patut
diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga

dapat mempengaruhi substansi keputusan dan/atau tindakannya.

Direktorat SMA melakukan Identifikasi Potensi konflik Kepentingan dan Rancangan
Penanganannya dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bebas KKN dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2015
tentang penangan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

Direktorat SMA juga memahami pentingan melakukan sosialisasi dan internalisasi hasil
identifikasi potensi konflik kepentingan dan kegiatan penangannya kepada seluruh

pegawai di lingkungan Direktorat SMA dalam rangka :

1. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali,mencegah, dan mengatasi
situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan tanpa mengurangi kinerja
pejabat/ pegawai yang bersangkutan.

2. Menegakkan integritas

3. Mencegah terjadi pengabaian terhadap kendali mutu atas hasil pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi dan mencegah timbulnya kerugian negara

4. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Penanganan benturan kepentingan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat SMA
meliputi:
1. Penerbitan Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan Direktorat SMA

. Sosialisasi tentang benturan kepentingan dan penanganannya

2

3. Peta benturan kepentingan

4. Evaluasi benturan kepentingan di Direktorat SMA
5

. Laporan Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi Benturan Kepentingan
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Kata Sambutan

binaan SMA

PEDOMAN

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DIREKTORAT Pt N SMA
AHUN 2019
PEN M /
DIREKTORA EMBINAAN SM
Drs. Puresdl Sutante, M mf
Gb 23. Pedoman benturan kepentingan di Direktorat SMA
PETA BENTURAN KEPENTINGAN DIREKTORAT SMA TAHUN 2020
Tugas T Ke
Adanya Konflik Penyebab Kemungkinan Konflik
No Nama Jabatan | . Kepentingan | Kepentingan
Ya Tidak
1 2 3 | | 6 7| 8
Drs. Purwadi Dirgktur SMA | Kuasa b 4 * Rangkap Jabatan antara pejabat
Sutanto. M.Si Pengguna pembuat kebijakan keputusan
Anggaran dan pejabat pengelola anggaran
* Penyalahgunaan wewenang
} I | Jabatan
2 Ekawati. S.Sos Kasubbag Pejabat v * Rangkap Jabatan antara pejabat
Tugas Tambahan, Kemungkinan,
No Nama Jabatan Kepentingan |
Tugas Tugas .
Tambahan1 | Tambahan2 | Y2 | Tidek
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Dr. Juandanilsyah, | Agalis Pejabat Kogrdipator | V * Rangkap Jabatan antara pejabat
SE, MA Kebiiakan Pembuat Bidang fungsional dan pejabat pengelola
Ahli Madya | Komitmen Peserta Didik anggasan.
¢ Penyalahgunaan wewsnang
Jabatan
6 Drs. Mulyatsah, MM | Analis Pejabat Kogrdipator | V * Rangkap Jabatan antara pejabat
Kebiiakan Pembuat Bidang fungsional dan pejabat pengelola
Ahli Madya | Komitmen Sarana anggasan.
Prasarana ¢ Penyalahgunaan wewsnang
jabatan

Gb 24. Peta benturan kepentingan di Direktorat SMA
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A

LAPORAN
BENTURAN KEPENTINGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
TAHUN 2019

REKAPITULASI
PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
Periode Bulan Januari s.d. Maret 2019
Kami sampaikan rekapitulasi penerimam pelaporan bentwran kepentingan di Direktorat
Perabinaan SMA sebagai berikut.
) Laporan Benturan K Berdasarkan Unit Kerja Pelapar
No Bagian/Seksi Jumlah
1_| Subdit Program dan Evaluasi [
2 ubdit Kptpmh!gﬂn dan Sarana Prasarana 0
3| Subdit Peserta Didik. 0
T [ Subdit Kurlkulum [}
5| Subbag Tata Usaha 0
1) Laporan Benturan K Sumber Aduan
No Bagian/Seksi Jumlah
T | Surat tertulis 0
onsel
fousel_
MS /WA
ainnva
) Laporan Pengaduan Berdasarkan Jenis Pelanggaran
No Bagian/Seksi Jumlah
1 Wewenang [
7 Tabat: []
3| Hubungan Afiliasi (Pribadi / Golongan) 0
4 | Pengavasan penilaian tidak sesuai dengan noma standar, o
| prosedur dan Iriteria
5 [Di [}
Jakarta, 1 April 2019
Koordinator Penguatan Pengawasan
Drs. Agus Salim

Gb 25. Laporan benturan kepentingan di Direktorat SMA

SRS

LAPORAN
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
BENTURAN KEPENTINGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
TAHUN 2019

No Pertanyaan

1 | Apakah Saudara pemah mengalami
situasi yang menyebabkan seseorang

i s s peaey | T I

2 | Apakah Saudara pemah mengalami
situasi yang menyebabkan penggunaan

asset  jabatan/mstansi  untuk

kepentingan pribadi/golongan?

3 |[Apakah Saudara pemah mengalami
situasi  perangkapan jabatan  yang
‘memiliki hubungan langsung atau tidak
langsung, sejenis atau tidak sejenis,

sehingga  dapat  menyebabkan
pemanfaatan suatu jabatan untuk
kepentingan jabatan lainnya?

T [ Apakah Saudara pemah mengalami
situasi yang memberikan akses Khusus
kepada pihak tertentu untuk tidak

situasi  dimana  seseorang dapat
sendiri

gaji remunerasi/honor 2

Gb 26. Laporan evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan di Direktorat SMA
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F. PENILAIAN MANDIRI PENGUATAN PENGAWASAN

Berdasarkan hasil inventarisasi, pengolahan data dan informasi beserta analisisnya, tim kerja ZI-WBK Direktorat SMA memberikan
penilaian mandiri terhadap LKE penguatan pengawasan Direktorat SMA sampai bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

PENILAIAN

PENGUATAN PENGAW ASAN (15)

15,0

Pilihan
Jawaban

Jawaban

Nilai

13,69

%
91,25%

Keterangan

Evidence/Bukti Dukung

1

Pengendalian Gratifikasi (3)

3,0

3,00

100,00%

a.

Apakah telah dilakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi?

A/B/C

a. Jika public campaign telah dilakukan
secara berkala;

b. Jika public campaign dilakukan tidak
secara berkala;

c. Jika belum dilakukan public campaign.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/131k3tyGgekFxkoH8c

2D7ccgcnGFwWKKAO

Apakah pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan?

A/B/C/D

2

a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi,
pengendalian gratifikasi telah
menjadi bagian dari prosedur;
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi,
upaya pengendalian gratifikasi
telah mulai dilakukan;

c. Jika telah membentuk Unit
Pengendalian Gratifikasi tetapi belum
terdapat prosedur pengendalian;

d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian
Gratifikasi.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/1YdrZRCLZwWfMiwxUS

NLDv-Lk1ZbGiPUJw

Penerapan SPIP (3)

2,06

68,75%

a.

Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian?

A/B/C/D/E

a. Jika unit kerja membangun seluruh
lingkungan pengendalian

sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat

inovasi terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai dengan

karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh
lingkungan pengendalian

sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja membangun sebagian
besar lingkungan

pengendalian sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja membangun sebagian
kecil lingkungan

pengendalian sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
e. Jika unit kerja belum membangun
lingkungan pengendalian.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/16GehobM5nuG2v4K2

5gi7NRBtbC-TX0jH
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Pilih
PENILAIAN tihan Jawaban Nilai % Keterangan Evidence/Bukti Dukung
Jawaban
. |Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas

pelaksanaan kebijakan?

https://drive.google.com/drive/u
/0/folders/1voU9aoc R-
ToupAZDfeyUgHI1AM-BYuG

a. Jika unit kerja melakukan penilaian
risiko atas seluruh

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi

dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendalian yang

sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian
risiko atas seluruh

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
A/B/C/D/E B 0,75 yang ditetapkan organisasi;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas
sebagian besar pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
d. Jika melakukan penilaian risiko atas
sebagian kecil pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi;
e. Jika unit kerja belum melakukan
penilaian resiko.

. |Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian a. Jika unit kerja melakukan kegiatan https://drive.google.com/drive/u
untuk meminimalisir risiko yang telah pengendalian untuk /0/folders/1vMDEz5eq0POZak7w
diidentifikasi? meminimalisir resiko sesuai dengan fLalwOINjWF7utkKO

yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi terkait
kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang sesuai
A/B/C C 0 dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir resiko sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan
kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko.

. |Apakah SPI telah diinformasikan dan a. Jika SPI telah diinformasikan dan https://drive.google.com/drive/u
dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? dikomunikasikan kepada /0/folders/10bP8K6PK2Z1HJtXAp
seluruh pihak terkait; wgbED-iNDgo59T4

b. Jika SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada
sebagian pihak terkait;
c. Jika SPI belum diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada pihak
terkait.

A/B/C A 1
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PENILAIAN

Pengaduan Masyarakat (3)

3,0

Pilihan
Jawaban

Jawaban

Nilai
3,00

%
100,00%

Keterangan

Evidence/Bukti Dukung

a. |Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan?

0,5

A/B/C

a. Jika unit kerja mengimplementasikan
seluruh kebijakan

pengaduan masyarakat sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi

dan juga membuat inovasi terkait
pengaduan masyarakat yang

sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah
mengimplementasikan seluruh kebijakan

pengaduan masyarakat sesuai dengan
yvang ditetapkan

organisasi;
c. Jika unit kerja belum
mengimplementasikan kebijakan
pengaduan

masyarakat.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/1clmAUmM6evTU3mM36-

5-KIZaYyPoGkfcHX

b. |Penanganan Pengaduan Masyarakat

1,5

%

100,00%

1,00

a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus
ditindaklanjuti

Jumlah

802

b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang
diproses

Jumlah

c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti

Jumlah

802

Penilaian ini menghitung realisasi
penanganan pengaduan masyarakat yang
harus diselesaikan.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/1 RYFcb1WA4XBieRYtn

alliBu4Wy6HXvFp

c. [Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi
atas penanganan pengaduan masyarakat?

A/B/C

a. Jika penanganan pengaduan
masyarakat dimonitoring dan

evaluasi secara berkala;
b. Jika penanganan pengaduan
masyarakat dimonitoring dan

evaluasi tetapi tidak secara berkala;
c. Jika penanganan pengaduan
masyarakat belum di monitoring dan

evaluasi.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/1vPniHAWB8OQqUjF4m

ZeM2SRdiOMWuUb-n

d. |Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti?

A/B/C

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan belum
ditindaklanjuti.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/1Q8Zgb8WAQL8JuBy8d

sGd77FJ9fXnzSNoT
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PENILAIAN

Whistle-Blowing System (3)

3,0

Pilihan
Jawaban

Jawaban

Nilai
2,63

%
87,50%

Keterangan

Evidence/Bukti Dukung

a.

Apakah Whistle Blowing System sudah di
internalisasi?

Y/T

Ya

Ya, jika Whistle Blowing System telah di
internalisasi di unit kerja.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/1gkRXamV1SSb52 fYe

Imy213Ap2EChrwd

. | Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan?

A/B/C

0,5

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh
kebijakan Whistle Blowing

System sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga

membuat inovasi terkait pelaksanaan
Whistle Blowing System

yang sesuai dengan karakteristik unit
kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan
Whistle Blowing System

sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi ;
c. Jika unit kerja belum menerapkan
kebijakan Whistle Blowing

System.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/1Yzv8azRi8-qsA2-

7hOhfDOAhSbvndMuT

. |Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan

Whistle Blowing System?

A/B/C

a. Jika penerapan Whistle Blowing

System dimonitoring dan evaluasi
secara berkala;

b. Jika penerapan Whistle Blowing

System dimonitoring dan evaluasi
tidak secara berkala;

c. Jika penerapan Whistle Blowing

System belum di monitoring dan
evaluasi.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/1YxMJIgP8ffCaFzul6fX

FV59DSa2dHZM3

. |Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle

Blowing System telah ditindaklanjuti?

A/B/C

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System telah ditindaklanjuti oleh unit
kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System telah ditindaklanjuti oleh unit
kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System belum
ditindaklanjuti.

https://drive.google.com/drive/u

/0/folders/10aXvSNhoL3PyxR8Dx

uxKDmVE8etA7b-w
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PENILAIAN

5 |[Penanganan Benturan Kepentingan (3)

Jaw

Nila
3,00

Yo
100,00%

Keterangan

Evidence/Bukti Dukung

a.

Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama?

A/B/C/D

a. Jika sudah terdapat
identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan

tetapi pada seluruh tugas fungsi
utama;
b. Jika sudah terdapat
identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan

tetapi pada sebagian besar tugas fungsi
utama;
c. Jika sudah terdapat
identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan

tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi
utama;

https://drive.google.com/drive/u

O/folders/1YBUQLT2dkfvZuOOV

5UO0BxQBezAEfiHay

Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi?

A/B/C/D

a. Jika penanganan Benturan
Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke seluruh layanan;
b. Jika penanganan Benturan
Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke sebagian besar
layanan;
c. Jika penanganan Benturan
Kepentingan disosialiasikan/
diinternalisasikan ke sebagian kecil
layanan;
d. Jika penanganan Benturan
Kepentingan belum disosialiasikan/

https://drive.google.com/drive/f

olders/10KKwH6BgtV_rMasnfn_h

UPcPfIrGGHt5

Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah
diimplementasikan?

A/B/C/D

a. Jika penanganan Benturan

Kepentingan diimplementasikan ke
seluruh layanan;

b. Jika penanganan Benturan

Kepentingan diimplementasikan ke
sebagian besar layanan;

c. Jika penanganan Benturan

Kepentingan diimplementasikan ke
sebagian kecil layanan;

d. Jika penanganan Benturan

Kepentingan belum
diimplementasikan ke seluruh

layanan.

https://drive.google.com/drive/f

olders/1Ql1hxPDVfKKPTzIAZIsdX

vnnnBjyoDgc

Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan?

A/B/C

a. Jika penanganan Benturan

Kepentingan dievaluasi secara berkala
oleh unit kerja;

b. Jika penanganan Benturan

Kepentingan dievaluasi tetapi tidak
secara berkala oleh unit kerja;

c. Jika penanganan Benturan

Kepentingan belum dievaluasi oleh
unit kerja.

https://drive.google.com/drive/f

olders/181kVrbF6C5griZUw4afzz8

7ZnTrAhOX8Rs

Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti?

A/B/C

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan

Kepentingan yang ditindaklanjuti unit
kerja.

https://drive.google.com/drive/f

olders/181kVrbF6C5griZUw4afzz8

7ZnTrAhOX8Rs

Isian Lengkap LKE dapat dilihat melalui softcopy dalam bentuk excel

37




BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada Bab III, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Capaian progres nilai LKE mandiri penguatan pengawasan Direktorat SMA adalah
13,69.

2. Dengan nilai tersebut, maka persyaratan minimal nilai 9 telah tercapai.

3. Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ZI-WBK di

lingkungan Direktorat SMA.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang perlu dilakukan oleh manajemen
Direktorat SMA adalah terus menjaga dan meningkatkan praktik-praktik Budaya Kerja
Berintegritas, mengutamakan pencegahan korupsi melalui implementasi pengendalian
internal yang berkualitas, dan penerapan pola pikir berintegritas untuk memberikan
layanan terbaik bagi masyarakat, serta mengembangkan inovasi-inovasi layanan
publik. Melalui konsistensi pelaksanaan komitmen tersebut diharapkan predikat ZI
WBK pada tahun 2020 dapat tercapai dan dapat mendukung tercapainya peningkatan
nilai pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.
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BABYV
PENUTUP

Buku Penguatan pengawasan ini merupakan bagian dari Buku Pengungkit
Pembangunan ZI-WBK di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Atas. Buku ini
sengaja disusun sebagai bentuk komitmen membangun Zona Integritas WBK, juga
sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan sebagai bahan refensi pengambilan
kebijakan/keputusan.
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